
 

 

 
 

 

 

WALI KOTA PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
  

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 96 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik 

yang profesional perlu memperkuat peran dan 

kapasitas; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

serta berperan dalam pembangunan daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 2 huruf e 

angka 4 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pekalongan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, 

SALINAN 



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551): 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

194); 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 



Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota 

Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 

 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan. 

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan 

Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal 2 
 
 

(1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

umum bidang kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. 
 



Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 3 
 

Susunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; 

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Kesatuan Bangsa; 

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; 

e. Jabatan Fungsional. 
 

Pasal 4 
 
 

Bagan susunan organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu  

Badan Kesbangpol 
 

Pasal 5 
 
 

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan 

politik. 
 

Pasal 6 
 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Badan 

Kesbangpol menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan penetapan sasaran serta program bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

b. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik; 

c. pengoordinasian penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan 

karakter kebangsaan; 

d. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 

e. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kewaspadaan nasional dan 

peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial; 

f. pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan peran partai politik dan 

lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika 

serta budaya politik; 

g. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengawasan 

organisasi kemasyarakatan; 

h. penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah; 

i. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang 

kesekretariatan; 



j. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); 

k. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, 

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan;  

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 
 

Pasal 7 
 
 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi 

umum, kepegawaian, barang milik daerah, dan keuangan, serta 

pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 

perangkat daerah. 
 

Pasal 8 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan badan;  

b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, 

sasaran, program, dan kegiatan; 

c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan; 

d. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah; 

e. pembinaan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah; 

f. pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah; 

g. pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat 

daerah; 

h. pengoordinasian pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah; 

i. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang; 

j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi; 

k. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); 

l. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, 

Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; 

m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 1 

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan  
 

Pasal 9 
 
 

(1) Subbagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 



(2) Subbagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas:  

a. menyusun rencana kerja di bidang program anggaran dan keuangan; 

b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan 

program, kegiatan, dan anggaran; 

c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, RKA dan RKA 

Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, 

ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; 

d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN; 

e. melaksanakan penatausahaan keuangan; 

f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi; 

g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, 

triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun; 

h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran; 

i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan; dan 

j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 
 

Paragraf 2 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 
 

Pasal 10 
 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:  

a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan 

kepegawaian; 

b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi 

listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan 

kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang 

cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan; 

c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi; 

d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis; 

e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian; 

f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang 

milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, 

pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan 

laporan barang milik daerah;  

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana 

prasarana; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat 

menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan 

perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya; 

i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; 

j. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban 

Kerja, dan Evaluasi Jabatan; dan 

k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 
 



Bagian Ketiga 

Bidang Kesatuan Bangsa 
 

Pasal 11 
 

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja 

sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan 

bidang kewaspadaan dan penanganan konflik. 
 

Pasal 12 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan program kerja di bidang kesatuan bangsa; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa; 

c. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; 

d. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 

e. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial; 

f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 
 

Pasal 13 
 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 

tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 

ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.  



 

Pasal 14 
 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan program kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi 

kemasyarakatan; 

b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan 

organisasi kemasyarakatan; 

c. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik; 

d. perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan; 

e. pengoordinasian fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah; 

f. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 15 
 

(1) Pada Badan Kesbangpol dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang 

jabatannya. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Badan. 
 

Pasal 16 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 



(5) Pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan 

kerja kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KEPEGAWAIAN 
 

Pasal 17 
 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan 

struktural eselon II.b. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktual 

eselon III.a. 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktual 

eselon III.b. 

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktual 

eselon IV.a. 

(5) Selain Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, terdapat jabatan pelaksana. 

(6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis 

jabatan dan analisis beban kerja. 

 

Pasal 18 

 

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesbangpol 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

TATA KERJA 
 

Pasal 19 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Kesbangpol harus menyusun 

peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan 

efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Kesbangpol. 
 

Pasal 20 
 

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan 

bangsa dan politik secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 
 

Pasal 21 
 

Badan Kesbangpol harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, 

analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan 

Badan Kesbangpol. 
 

Pasal 22 
 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menerapkan prinsip koordinasi, 

sinkronisasi, integrasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik di 



lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan 

tugasnya. 
 

Pasal 23 
 

(1) Kepala Badan mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

apabila terjadi penyimpangan. 

(2) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahan. 

(3) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian masing-masing 

bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan, dan petunjuk 

kepada bawahannya, serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas 

menurut jenjang jabatan masing-masing. 
 

Pasal 24 
 
 

(1) Setiap pimpinan pada Badan Kesbangpol harus menerapkan sistem 

pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi. 

(2) Setiap pimpinan pada Badan Kesbangpol menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan 

masing-masing. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Kesbangpol dari 

bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 

bawahan masing-masing. 

(4) Setiap laporan Badan Kesbanpol tembusannya dapat disampaikan kepada 

perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

kerja. 
 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 25 
 
 

Pejabat yang ada pada Badan Kesbangpol tetap menduduki jabatannya dan 

melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan 

struktur organisasi pada Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 26 
 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota 

Pekalongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 82), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  
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